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A. Pendahuluan  
Di Indonesia pergulatan hadis dengan 
realitas permasalahan sosial; ekonomi, politik 
ataupun dalam bidang lainnya, setidaknya 
dapat ditelusuri dari keberadaan fatwa-fatwa 
dari empat lembaga yang hak otoritasnya 
atas urusan agama diakui oleh negara, yaitu; 
Persatuan Islam (PERSIS), Muhammadiyah, 
Nahdlatul Ulama (NU) dan Majelis Ulama 
Indonesia (MUI). 1 
Dalam perjalanannya melintasi waktu dan 
mengiringi berbagai realitas yang muncul, 
harus diakui hadis seringkali dianggap sebagai 
komoditas yang dapat dijual dan mendatangkan 
keuntungan ekonomis maupun politis. Pun 
∗ Dosen Ushuluddin IAIN Kediri 
1 MB. Hooker, Islam Mazhab Indonesia, Fatwa-Fatwa Dan 
Perubahan Sosial, (Jakarta: Teraju, 2003), hlm. 20
tak jarang dalam persoalan-persoalan praktis 
yang memancing perdebatan, hadis menjadi 
bulan-bulanan di tengah-tengah pergulatan 
argumentative..2 Memang sebagai sebuah 
teks -sebagaiamana al-Qur’an- hadis bersifat 
fleksibel. Ia bisa dipakai untuk membenarkan, 
membiarkan menolak atau bahkan 
menyalahkan. Tergantung kepada siapa yang 
menggunakan. 
MUI sebagai lembaga otoritatif pemberi 
fatwa umat Islam di Indonesia dalam 
pergumulannya dengan hadis tidak jauh dari 
asumsi-asumsi yang telah penulis kemukakan 
di atas. Fatwa haram MUI tentang ‘Tidak 
menggunakan hak pilih dalam Pemilihan 
Umum’ (GOLPUT) menjelang Pemilu dan 
2 Muhammad Zuhri, Telaah Matan Hadis, Sebuah Tawaran 
Metodologis, (Yogyakarta: lesfi, 2003), hlm. 9
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Abstract
Integrating hadith from the past with the contemporary social problem is not always easy. It is 
because hadith is a fixed text so that it cannot always be suitable with every problem developed 
outside its time. In a case of religious decision (fatwa) in which hadith is used, MUI has own way to 
connect between hadith and recent problems so that hadith can give answer on that problems. The 
haram decision on un-use choosing right in election is the example. In arranging that decision, hadith 
is placed together with other basis: al- Qur’an, fiqh, and ushul fiqh, then they are mixed together using 
qiyas as methodology basis of its interpretation. The result is subjective. However, there is no other 
way, and what has been done by MUI to use hadith in religious decision (fatwa) has been correct.      
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Abstrak
Mengintegrasikan hadis yang datang dari masa lalu dengan persoalan sosial kontemporer selalu tidak 
mudah. Hal itu karena hadis adalah teks yang tetap dan mapan sehingga tidak mampu untuk terus 
menampung setiap persoalan yang berkembang di luar zamannya. Dalam persoalan fatwa di mana 
hadis-hadis dihadirkan, MUI mempunyai cara tersendiri untuk bagaimana menyambungkan antara 
hadis dengan problematika kekinian sehingga hadis mampu memberikan jawaban atas problematika 
tersebut. Fatwa haram tidak menggunakan hak pilih dalam Pemilu (Golput) adalah contohnya. 
Dalam perumusan fatwa tersebut, hadis ditempatkan bersama dengan dalil-dalil lain; al-Qur’an, 
fiqih dan ushul fiqih lalu diramu menggunakan qiyas sebagai pijakan metodologi interpretasinya. 
Hasilnya, subyektif. Namun, memang tidak ada cara lain.  Dan apa yang ditempuh oleh MUI untuk 
memfungsikan hadis dalam masalah fatwa sudah benar.
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22    Vol. 12 No. 1 Januari 2018   |   21-32
P-ISSN: 1978-6948
e-ISSN: 2502-8650
Pilpres tahun 2009 menegaskan adanya 
penggunaaan hadis untuk kepentingan 
politis. Pembuktiannya dapat ditelusuri dari 
bagaimana hadis-hadis tersebut ditempatkan 
dalam metodologi fatwa MUI. Lebih tepatnya 
bagaimana ia dipahami dan dihubungkan 
dengan persoalan kekinian.   
B. MUI dan Fatwa Golput Pemilu
1. MUI dan Sejarah Berdirinya
Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah
organisasi keulamaan yang bersifat independen, 
tidak berafiliasi kepada salah satu aliran politik, 
mazhab atau aliran keagamaan Islam yang ada 
di Indonesia. MUI dibentuk pada 26 Juli 1975 
(17 Rajab 1395 H) di dalam pertemuan ulama 
nasional yang kemudian disebut Musyawarah 
Nasional I MUI. Pertemuan atau musyawarah 
ini sendiri berlangsung di Jakarta pada 21-27 
Juli 1975. 
Pembentukan MUI ini membuka sejarah 
baru dalam usaha mewujudkan kesatuan 
umat Islam Indonesia dalam suatu forum 
tingkat nasional yang dapat menampung, 
menghimpun dan mempersatukan pendapat 
dan pikiran ulama atau umat Islam Indonesia 
secara keseluruhan. Tujuan dari dibentuknya 
MUI adalah untuk ikut serta berperan aktif 
dalam mewujudkan masyarakat yang aman, 
damai, adil dan makmur yang diridhai oleh 
Allah dan sesuai dengan Pancasila, Undang-
Undang dasar ’45 dan Garis-Garis Besar Haluan 
Negara (GBHN). Demikian tujuan pokok MUI 
seperti yang tercantum dalam pasal 3 Pedoman 
Pokok MUI.
Sedangkan fungsi dari MUI adalah mem-
berikan fatwa dan nasihat keagamaan dalam 
masalah sosial kemasyarakatan kepada 
pemerintah dan umat Islam Indonesia 
pada umum nya, sebagai amar makruf dan 
nahi mungkar dalam usaha meningkatkan 
ketahanan nasional. Selain dari pada itu 
juga berfungsi untuk memperkuat Ukhuwah 
Islamiyah dan melaksanakan kerukunan antar 
umat beragama dalam mewujudkan persatuan 
dan kesatuan nasional. Fungsi lain dari MUI 
yang penting adalah penghubung antar ulama 
dan umara serta menjadi penterjemah timbal 
balik antara pemerintah dan umat Islam 
Indonesia guna mensukseskan pembangunan 
Nasional. MUI dibentuk di tingkat pusat atau 
nasional, tingkat daerah tingkat I, tingkat 
daerah tingkat II. Pengurus MUI tingkat 
nasional terdiri dari :
a. Pelindung: Presiden Republik Indonesia
b. Dewan Pertimbangan: terdiri dari menteri-
menteri yang berhubungnan dengan
pelaksanaan tugas dan fungsi MUI dan
para ulama terkemuka dalam masyarakat
yang diketuai oleh Menteri Agama
c. Dewan Pimpinan: terdiri dari ulama dan
zuama yang mencerminkan unsur-unsur
yang terdapat di dalam masyarakat.3
2. Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa
Se-Indonesia III
Di awal tahun 2009 MUI telah mengadakan
sidang Ijtima Komisi Fatwa se-Indonesia yang 
dilaksanakan di Padang Panjang Sumatera 
Barat. Yang dihadiri kurang lebih 750 peserta 
terdiri dari utusan Komisi Fatwa MUI propinsi 
se-Indonesia, utusan lembaga fatwa dari ormas 
Islam, utusan dari Fakultas Syariah Perguruan 
Tinggi Agama Islam, Komisi Fatwa MUI Pusat, 
Dewan Pimpinan Harian, dan anggota pleno 
MUI Pusat, tokoh masyarakat dan pimpinan 
pondok pesantern, serta utusan dari beberapa 
organisasi keagamaan Islam di luar negeri.4 
Sidang ini membahas tiga pokok persoalan 
yaitu:
a. Masail Asasiyah Wathaniyah (masalah-
masalah strategis kebangsaan), meliputi:
- Prinsip-prinsip ajaran Islam tentang 
hubungan antar umat beragama dalam 
bingkai Negara Kesatuan Republik 
Indonesia 
- Peran agama dalam pembinaan moral 
bangsa
- Implementasi Islam rahmatan li al-
alamin dalam berbangsa dan bernegara
3 Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, Ensiklopedi Islam 
Indonesia, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1992), hlm. 595
4 Majelis Ulama Indonesia, Keputusan Ijma Ulama Komisi 
Fatwa Se-Indonesia III Tahun 2009, Pengantar,  (Jakarta: MUI, 
2009), hlm. III  
23Duwi Hariono, Hadis Dalam Pusaran Pemilu 
- Tidak menggunakan hak pilih dalam 
Pemilihan Umum
b. Masail Fiqhiyyah Waqi’iyyah Mu’ashirah
(masalah fikih aktual kontemporer),
meliputi:
- Masalah dalam wakaf
- Masalah dalam zakat
- Merokok
- Vasektomi
- Senam yoga
- Bank mata dan organ tubuh lainnya
- Pernikahan usia dini
- Produk halal
c. Masail Qanuniyah (masalah perundang-
undangan)
Beberapa hal yang menjasi dasar
pertimbangan MUI dalam memutuskan
fatwa-fatwa terkait permasalahan di atas
antara lain:
1) Banyaknya pertanyaan dari masyarakat 
terkait dengan masalah strategis
kebangsaan, masalah keagamaan
aktual kontemporer, dan masalah yang
terkait dengan perundang-undangan
2) Bahwa pertanyaan-pertanyaan
tersebut mendesak kuntuk segera
dijawab sebagai panduan dan pedoman
bagi penanya dan masyarakat pada
umumnya
3) Bahwa Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI
se-Indonesia memiliki kewenangan
untuk menjawab dan memutuskan
masalah-masalah tersebut.5
3. Fatwa Haram MUI; Hukum Tidak
Menggunakan Hak Pilih Dalam
Pemilihan Umum (PEMILU)
PEMILU yang dilaksanankan setiap lima
tahun sekali merupakan pesta demokrasi 
rakyat terbesar di Indonesia. PEMILU 
diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil 
rakyat yang akan duduk di DPD, DPR, dan MPR 
RI. Wakil-wakil rakyat yang terpilih inilah 
yang selanjutnya akan mengemban amanat 
dan pesan rakyat, memperjuangkan nasib 
bangsa dan Negara Indonesia menuju kearah 
5 Majelis Ulama Indonesia, Keputusan Ijma Ulama, hlm. 1
yang lebih baik. MUI memandang PEMILU 
sebagai sesuatu yang penting di mana umat 
Islam dianjurkan untuk turut berpartisipasi di 
dalamnya dengan menyalurkan aspirasinya. 
Pentingnya PEMILU dalam perspektif MUI 
didasarkan atas beberapa pertimbangan, yaitu:
1. Pemilihan Umum dalam pandangan Islam
adalah upaya untuk memilih pemimpin
atau wakil yang memenuhi syarat-
syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita
bersama sesuai dengan aspirasi umat dan
kepentingan bangsa
2. Memilih peminpin (nashbu al-imam) dalam 
Islam adalah kewajiban untuk menegakkan
imamah dan imarah dalam kehidupan
beragama.
3. Imamah dan imarah dalam Islam
menghajatkan syarat-syarat sesuai
dengan ketentuan agama agar terwujud
kemaslahatan dalam masyarakat.
4. Memilih pemimpin yang beriman dan
bertakwa, jujur (sidik), terpercaya
(amanah), aktif dan aspiratif (tabligh),
mempunyai kemampuan (fatonah) dan
memperjuangkan kepentingan umat Islam
hukumnya adalah wajib.
5. Memilih pemimpin yang tidak memenuhi
syarat-syarat sebagaimana tersebut dalam
butir 4 (empat) atau sengaja tidak memilih
padahal ada calon yang memenuhi syarat
hukumnya adalah haram.
4. Metode Pemahaman Hadis MUI
Fenomena Golput merupakan permasalahan
fikih aktual kontemporer yang oleh MUI 
diputuskan fatwanya dengan menggunakan 
berbagai macam dalil6 dari al-Qur’an, hadis, 
hingga pendapat para ulama. Secara eksplisit 
semua problematika kontemporer tidak 
ditemukan jawabannya dalam  nas }. Karenanya 
6 Dalil menurut arti etimologi bahasa Arab ialah: 
pedoman bagi apa saja yang khissi (material) yang maknawi 
(spiritual), yang baik ataupun yang jelek. Adapun secara 
terminology menurut ahli ushul ialah:sesuatu yang dijadikan 
dalil, menurut perundangan yang benar, atas hokum syara’ 
mengenai perbuatan manusia, secara pasti (qat {’i) atau dugaan 
(z|anni). Abdul Wahhab Khalaf, Ilmu Ushul Fiqh, terj. Noer 
Iskandar, Kaidah-kaidah Hukum Islam (Jakarta: Raja Grafindo 
Persada, 1996) hlm. 17
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perlu ditempuh langkah-langkah yang tepat 
untuk dapat menghubungkannya dengan nas } 
agar tercipta dialogisasi yang dinamis antar 
keduanya. 
a) Menempatkan hadis setelah al-Qur’an
Dalam merumuskan fatwa langkah pertama 
yang ditempuh oleh MUI adalah terlebih 
dahulu menempatkan ayat-ayat al-Qur’an yang 
relevan dengan permasalahan yang sedang 
dibahas. Kemudian menguatkannya dengan 
hadis-hadis yang dipandang dapat mendukung 
untuk dijadikan landasan argumentasi.
Dalam hal hak pilih warga negara dalam 
Pemilu MUI memandangnya sebagai suatu 
amanat yang harus ditunaikan. Sebagai 
dasarnya adalah  surat An Nisa’ (4): 58 yang 
artinya: 
”Sesungguhnya Allah menyuruh kamu 
menyampaikan amanat kepada yang berhak 
menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 
menetapkan hukum di antara manusia supaya 
kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya 
Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 
kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 
mendengar lagi Maha Melihat”.
Sebagai sebuah amanat maka hak pilih harus 
ditunaikan, yaitu harus disampaikan kepada 
pihak atau orang yang berhak menerimanya. 
Yaitu mereka yang memenuhi syarat untuk 
menjadi pemimpin. MUI memandang agama 
sebagai syarat utama. Umat Islam harus 
dipimpin oleh pemimpin yang muslim. Sebab 
hanya pemimpin muslimlah yang tahu dan 
mau memperhatikan urusan-urusan umat 
Islam.  Oleh sebab itulah jika seseorang tahu 
bahwa ada sosok calon pemimpin yang mampu 
atau memenuhi syarat memimpin sedangkan 
ia tidak menyalurkan hak pilihnya (Golput) 
maka dianggap telah menyerahkan urusan 
kepada yang bukan ahlinya yang jelas-jelas 
dilarang oleh agama. Hadis yang digunakan 
untuk menguatkan ayat dan argumentasi di 
atas adalah riwayat al-Bukhari dengan redaksi 
sebagai berikut: 
 ُْنب ُميِهاَْربِإ يَِنث َّدَح و ح ٌحَْيُلف اََنث َّدَح َلَاق ٍناَنِس ُْنب ُد َّمَحُم اََنث َّدَح
 يَِنث َّدَح َلَاق َِبأ يَِنث َّدَح َلَاق ٍحَْيُلف ُْنب ُد َّمَحُم اََنث َّدَح َلَاق ِرِذْنُْملا
 ُّيِبَّنلا َمَنَْيب َلَاق َةَْريَرُه َِبأ ْنَع ٍراََسي ِْنب ِءَاطَع ْنَع ٍِّليَع ُْنب ُلَلاِه
 َلاََقف ٌِّباَرَْعأ ُهَءاَج َمْوَْقلا ُث ِّدَُحي ٍسِلْجَم ِفي َمَّلَسَو ِهَْيلَع ُهَّللا َّلىَص
 ُث ِّدَُحي  َمَّلَسَو  ِهَْيلَع  ُهَّللا  َّلىَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َضََمف  ُةَعا َّسلا  َىتَم
 َْلب ْمُهُضَْعب َلَاقَو َلَاق اَم َهِرََكف َلَاق اَم َعِمَس ِمْوَْقلا ُضَْعب َلاََقف
 ِةَعا َّسلا ْنَع ُِلئا َّسلا ُهاَُرأ َْنَيأ َلَاق َُهثيِدَح ََضق اَذِإ ىَّتَح ْعَمَْسي َْمل
 َةَعا َّسلا ْرَِظْتنَاف َُةناََمْلا ْتَعِّيُض اَذَِإف َلَاق ِهَّللا َلوُسَر َاي َاَنأ اَه َلَاق
 ْرِظَْتناَف  ِهِلْهَأ  ِْيَغ  َلِإ  ُرَْمْلا  َد ِّسُو  اَذِإ  َلَاق  اَُهتَعاَضِإ  َفْيَك  َلَاق
7َةَعا َّسلا
Artinya; ”Telah bercerita kepada kami Muhammad 
bin Sina>n, ia berkata: telah bercerita kepada 
kami Fulaih {, ia berkata telah bercerita kepadaku 
Ibra>him bin al-Munz\ir, ia berkata: telah bercerita 
kepada kami Muhammad bin Fulaih }, ia berkata: 
telah bercerita kepadaku ayahku, ia berkata: telah 
menceritakan kepadaku Hila>l bin Ali dari ’A<t}a’ 
bin Yasa >r dari Abu Hurairah, ia berkata: tatkala 
Nabi Saw di dalam suatu majlis di mana Beliau 
berbicara kepada suatu kaum datanglah seorang 
dari pedalaman (a’raby) dia bertanya kepada Nabi: 
kapan datangnya kiamat? Maka Rasul terlihat 
tidak mempedulikannya dan tetap berbicara 
kepada audiens. Maka sebagian dari kaum itu 
berkata Nabi mendengar apa yang dikatakan orang 
pedalaman itu tetapi ia membencinya, sebagian 
lagi mengatakan Nabi tidak mendengar. Sehingga, 
segera setelah Nabi menyelesaikan ceramahnya 
beliau berkata: di mana tadi orang yang bertanya 
tentang hari kiamat? Maka orang pedalaman itu 
menjawab, saya ya Rasulullah. Maka Nabi berkata: 
”Jika kepercayaan dilalaikan maka tunggulah 
waktunya. Sahabat bertanya: bagaimana 
melalaikan kepercayaan tersebut? Rasulullah Saw 
menjawab: “jika suatu perkara diserahkan 
kepada bukan ahlinya, maka tunggulah 
waktunya (kehancurannya). (HR. Bukha >ri)
Keikutsertaan rakyat dalam PEMILU adalah 
merupakan suatu bentuk ketaatan kepada 
pemerintah (ulil amr), ketaatan dalam konteks 
ini adalah ditujukan kepada pemerintah yang 
sedang berkuasa sebagai panitia penyelenggara 
PEMILU. Ketaatan ini adalah paralel dengan 
surat An Nisa’ ayat 59 yang artinya:
“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan 
taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. 
Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang 
7 S}ah }i<h al-Bukha>ri, kita >b al-ilm bab man suila ilman wahuwa 
musytagillun fi >> hadi <tsihi, no. hadis 57, CD Maushu>’ah 
25Duwi Hariono, Hadis Dalam Pusaran Pemilu 
sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al 
Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-
benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. 
yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih 
baik akibatnya.”
Pemilu merupakan suatu bentuk kerjasama 
politik di antara umat dan pemerintah sebagai 
penyelenggara dan bukan merupakan sesuatu 
yang haram atau dilarang. Untuk menguatkan 
argumentasi ayat yang disampaiakan di atas 
MUI menyitir sebuah hadis yang diriwayatkan 
oleh at-Tirmidzi:
 اََنث َّدَح ُّيِدَقَْعلا ٍرِماَع ُوَبأ اََنث َّدَح ُل َّلاَْخلا ٍِّليَع ُْنب ُنَسَْحلا اََنث َّدَح
 ِه ِّدَج ْنَع ِهيَِبأ ْنَع ُِّنيَزُْملا ٍفْوَع ِْنب وِرْمَع ِْنب ِهَّللا ِدْبَع ُْنب ُيرِثَك
 ََْينب  ٌِزئاَج  ُْحل ُّصلا  َلَاق  َمَّلَسَو  ِهَْيلَع  ُهَّللا  َّلىَص  ِهَّللا  َلوُسَر  ََّنأ
 َلىَع َنوُمِلْسُْملاَو اًماَرَح َّلََحأ َْوأ ًلاَلاَح َم َّرَح اًْحلُص َّلاِإ َينِمِلْسُْملا
 اَذَه َسيِع ُوَبأ َلَاق اًماَرَح َّلََحأ َْوأ ًلاَلاَح َم َّرَح ًاط َْش َّلاِإ ْمِهِطو ُُش
8ٌحيِحَص ٌنَسَح ٌثيِدَح
Artinya; Telah menceritakan kepada kami Al-
H{asan bin al-Khalla>l, telah menceritakan 
kepada kami Abu> ’Amir al-’Aqadi telah 
menceritakan kepada kami Kas\i <r bin 
Abdillah bin Amr bin Auf al-Muzanni, dari 
ayahnya, dari kakeknya, sesungguhnya 
Rasulullah Saw. bersabda: “perjanjian 
boleh dilakukan di antara kaum muslimin 
kecuali perjanjian yang mengharamkan 
yang halal atau menghalalkan yang 
haram; dan kaum muslimin terikat dengan 
syarat-syarat mereka kecuali syarat-
syarat yang mengharamkan yang halal 
atau menghalalkan yang haram. (HR. al-
Tirmi<z|i)
Selanjutnya setelah tidak lagi didapati 
ayat al-Qur’an yang memungkinkan untuk 
dijadikan dasar argumentasi, MUI menyitir 
hadis-hadis yang relevan dengan persoalan. 
Kewajiban menunaikan hak pilih dalam Pemilu 
adalah upaya menegakkan pemerintahan dan 
8 Sunan al-Tirmi<dzi, kita >b al-ah {ka>m an Rasu >lilla>h, ba>b ma > z\
ukira an Rasu>lilla>h fi< s }ulh{i baina an-nas, no. Hadis 1272. CD Maus}
u>’ah. Lihat pula Abi al-Ula Muhammad Abdurrahman ibn 
Abdir rahim al-Mubarak Furi, Tuhfaz\ al-Ahwaz\i bi Syarh{ Ja>mi’ 
al-Tirmi <z\i, ba>b ma > z\ukira an Rasu>lilla>h fi< s }ulh{i baina an-nas,  no. 
hadis 1357 (Beirut: Dar al-Fikr, 1995 M), hlm. 486
kepemimpinan yang wajib hukumnya. Hadis 
yang digunakan antara lain:
 :لاق  ّّملَس  و  ِهْيلع  هللا  ليص  هللا  َلْوُسَر  ََّنا  ,َةَْريَرُه  َِبا  ْنَع
 ِفي اوُعْيَِطاَو ْمَُهل اوُعَمْسَاف ,ِهِِّبِب ُِّْبلا ْمُكْيِلََيف ,ٌةَلاُو يِدَْعب ْمُكْيِلَيَس
 ,ْمَُهل َو ْمَُكَلف اوُنَسَْحا ِْنَاف ,ْمُهَءاَرَو اوُّلَصَو , َّقَْحلا ََقفاَو اَم ِّليُك
ْمِهَْيلَع َو ْمَُكَلف اوُءاََسا ِْنَاف
Artinya: “Dari Abu Hurairah RA., sesungguhnya 
Rasulullah Saw. bersabda: “akan 
memimpin kalian setelahku para pimpinan 
yang baik karena kebaikannya, dan ada 
pula yang buruk karena keburukannya, 
maka dengarkanlah dan taatilah mereka 
terhadap setiap perkara yang sesuai 
dengan kebenaran, dan shalatlah kalian 
di belakangnya, jika mereka baik maka 
(pahala) bagi kalian dan bagi mereka, 
sedangkan jika mereka buruk maka 
(pahala) bagi kalian dan tidak bagi 
mereka”.9 (HR. Al-T }abra>ni)
Penyaluran suara dalam pemilu secara tidak 
langsung merupakan bentuk tindakan baiat, 
dalam Islam -sebagaimana dinyatakan oleh 
MUI- baiat adalah suatu kewajiban. Seseorang 
yang tidak melakukan baiat dinyatakan mati 
dalam keadaan jahiliyah. Dalam hal ini hadis 
yang digunakan adalah: 
 َوُهَو ٌمِصاَع اََنـث َّدَح ِبَأ اََنـث َّدَح ُّيَِْبـنَعْلا ٍذاَعُم ُنْب َِّللا ُدَْيـبُع اََنـث َّدَح
 َِّللا ُدْبَع َءاَج َلَاق ٍعِفَن ْنَع ٍدَّمَُم ِنْب ِدْيَز ْنَع ٍدْيَز ِنْب ِدَّمَُم ُنْبا
 َناَك اَم ِة ََّرْلا ِرَْمأ ْنِم َناَك َينِح ٍعيِطُم ِنْب َِّللا ِدْبَع َلِإ َرَمُع ُنْب
 ًةَداــَسِو ِنَـْح َّرـلا ِدْبَع ِبَِل اوـُحَرْـطا َلاََقـف ََةيِواَعُم ِنْـب َديَِزي َنــَمَز
 َلوُسَر ُتْعَِس ًاثيِدَح َكَثِّدَحُِل َكُْتـَيـَتأ َسِلْجَِل َكِتآ َْل ِّنِإ َلاََقـف
 ِهْيَلَع ُ َّللا ىَّلَص َِّللا َلوُسَر ُتْعَِس ُُهلوَُقـي َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُ َّللا ىَّلَص َِّللا
 َة َّجُح َل ِةَماَيِقْلا َمَْوـي َ َّللا َيِقَل ٍةَعَاط ْنِم اًدَي َعَلَخ ْنَم ُلوَُقـي َمَّلَسَو
 اََنـث َّدَح و ًةَّيِلِهاَج ًةَتيِم َتاَم ٌةَْعـَيـب ِهِقُنُع ِف َسَْيلَو َتاَم ْنَمَو ُهَل
 ِدَْيـبُع ْنَع ٌثَْيل اََنـث َّدَح ٍْيَكُب ِنْب َِّللا ِدْبَع ُنْب َيَْي اََنـث َّدَح ٍَْيُن ُنْبا
 ْنَع ٍعِفَن ْنَع ِّجَشَْلا ِنْب َِّللا ِدْبَع ِنْب ِْيَكُب ْنَع ٍرَفْعَج ِبَأ ِنْب َِّللا
 َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُ َّللا ىَّلَص ِِّبَّنلا ْنَع َرَكَذَف ٍعيِطُم َنْبا ىََتأ ُهََّنأ َرَمُع ِنْبا
 ُدَّمَُم اََنـث َّدَح و ح ٍّيِدْهَم ُنْبا اََنـث َّدَح ٍّيِلَع ُنْب وُرْمَع اََنـث َّدَح ُهَوَْن
 ُماَشِه اََنـث َّدَح اًعي َِج َلَاق َرَمُع ُنْب ُرْشِب اََنـث َّدَح َةََلـبَج ِنْب وِرْمَع ُنْب
 ىَّلَص ِِّبَّنلا ْنَع َرَمُع ِنْبا ْنَع ِهِيَبأ ْنَع َمَلْسَأ ِنْب ِدْيَز ْنَع ٍدْعَس ُنْب
9 Al-T}abra>ni, Al-Mu’jam al-Kabi <r, al-Maktabah al-Sya >milah, 
Juz. 9
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10َرَمُع ِنْبا ْنَع ٍعِفَن ِثيِدَح َنَْعِب َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُ َّللا
Artinya: “Telah bercerita kepada kami Ubaidullah 
bin Mu’az al-‘Anbary, telah menceritakan 
kepada kami ayahku, ia berkata telah 
menceitakan kepada kami ‘asim dan 
dia adalah ibn Muhammad bin zaid 
dari zaid bin Muhammad dari nafi’ia 
berkata: Abdullah bin umar dating kepada 
Abdullah bin muti’ pada saat itu suasana 
sedang panas di zaman pemerintahan 
yazid bin mu’awiyah, ia berkata: 
lemparkanlah bantal kepada abi abdir 
rahman. Maka abi abdirrahman berkata: 
aku tidak mendatangimu untuk duduk-
duduk denganmu tapi aku dating untuk 
memberitahumu suatu hadis yang aku 
dengar dari Rasulullah SAW yang Beliau 
sabdakan. Aku mendengar rasulullah Saw 
bersabda: “barang siapa yang berlepas 
tangan dari ketaatan maka ia akan 
bertemu dengan Allah tanpa alasan yang 
dapat membelanya pada hari kiamat dan 
barang siapa mati dan belum melakukan 
baiat maka matinya dalam keadaan 
jahiliyah”. (HR.Muslim)
b) Qiyas sebagai pijakan metodologis
Dalam permasalahan-permasalahan 
yang dibahas MUI dan dikeluarkan fatwanya 
pada tahun 2009 sebagian besarnya tidak 
ditemukan hukumnya di dalam al-Qur’an 
maupun as-sunnah. Mayoritas permasalahan 
tersebut berkaitan dengan permasalahan-
permasalahan sosial kontemporer yang 
kasusnya tidak ter-cover dalam hadis. Dan 
untuk menyelelesaikannya Ijtima’ Ulama 
Komisi Fatwa se-Indonesia III menerapkan 
metode qiyas terhadap teks-teks al-Qur’an dan 
hadis. Secara bahasa qiya >s berarti mengukur, 
menyamakan dan menghimpun atau ukuran, 
skala, bandingan dan analogi.11 Adapun 
10 S{ah}i<h Muslim, Kita >b Ima>rah, Wuju>b Mula>zamah Jama >’ah 
Jama >’ah al-Muslimi<n inda Z}uhu>r  Fitan, no. Hadis 3441. CD Al-
Maus}u>’ah. Lihat pula S}ah }i>h Muslim bi Syarh{ an-Nawa >wi, j. 12 cet. 
III, Kita >b al-Ima>rah, bab Wuju>b Mula>zamah Jama >’ah al-Muslimi <n 
inda Z }uhu>r  Fitan (Beirut: Dar al-Fikr, 1972 M) 
11 Lihat A.W. Munawwir, Kamus Al-Munawwir (Surabaya: 
Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1170.  Adib Bisri, Munawwir AF, 
Kamus Al-Bisri (Surabaya: Pustaka Progresif, 1999), hlm. 618
pengertian qiya >s secara istilah, banyak sekali 
definisi yang dapat dijumpai. Di antaranya 
yang dikemukakan oleh S}adr asy-Syari<’ah 
(w. 747 H/1346 M) seorang tokoh ushul fiqih 
Hanafi, mendefinisikan dengan; 
 درجبم كردت لا ةدحتم ةلعل عرفلا ليا لصلاا نم مكحلا ةيدعت
ةغللا
Artinya; “Memberlakukan hukum asal kepada 
hukum furu’ disebabkan kesatuan 
illat yang tidak dapat dicapai melalui 
pendekatan bahasa saja”.12
Adapun mayoritas ulama Sya>fi’iyah 
mendefinisikan qiya >s dengan: 
 هيفن  وا  مهل  مكحلا  تابثا  في  مولعم  ليع  مولعم  يرغ  لمح
ةفص وا مكح نم مهنيب عماج رماب مهنع
Artinya;  “Membawa hukum yang (belum) diketahui 
kepada (hukum) yang diketahui dalam 
rangka menetapkan hukum bagi keduanya, 
atau meniadakan hukum bagi keduanya, 
disebabkan sesuatu yang menyatukan 
keduanya, baik hukum maupun sifat”.13
Sedangkan Saifuddin al-Amidi memberikan 
tiga definisi14, yaitu: 
 نم ةطبنتسلا ةلعلا في لصلااو عرفلا ينب ءاوتسلاا نع ةرابع
 لصلاا مكحلا
Artinya; ”Mempersamakan ‘illat yang ada pad furu’ 
dengan ‘illat yang ada pada as }al yang 
diistinbathkan dari hukum asal”.
 ليع صوصنم رماب يعشرلا همكح ليع صوصنم يرغ رما قاحلا
مكحلا ةلع في مهكاترشلا همكح
Artinya; “Menyatukan sesuatu yang tidak 
disebutkan hukumnya dalam nas } dengan 
sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh 
nash, disebabkan kesatuan ‘illat hukum 
antara keduanya”.
12 Maksudnya, illat yang ada pada satu nash sama 
dengan ‘illat yang ada pada kasus yang sedang dihadapi 
seorang mujtahid. Karena kesatuan illat ini, maka hukum dari 
kasus yang sedang dihadapi disamakan dengan hukum yang 
ditentukan oleh nash tersebut.
13 Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu 
Ushul Fikih (ttp: Penerbit Amzah, 2005), hlm.270
14 Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin, Kamus., hlm. 
270-271
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 نادحتيف ةلعلا  في مه داحتلا مكحلا  في رخا رملا رما  قاحلا
مكحلا في
Artinya; “Menghubungkan sesuatu pekerjaan 
kepada yang lain tentang hukumnya, 
karena kedua pekerjaan itu bersatu pada 
satu sebab, yang menyebabkan bersatu 
pada hukum”.  
Dari berbagai definisi yang disebutkan di 
atas dapat disimpulkan bahwa qiya >s adalah 
sebuah prinsip untuk menerapkan hukum yang 
terkandung di dalam al-Qur’an atau ketetapan 
dalam sunnah pada permasalahan yang tidak 
jelas ketetapannya di dalam kedua sumber 
hukum Islam tersebut. 
Dari segi kejelasan ‘illat yang terdapat 
pada hukum, qiya>s dibagi menjadi dua macam, 
yaitu; (a) qiya >s al-jaly, adalah qiya >s yang ‘illat-
nya berdasarkan dalil yang pasti, tidak ada 
kemungkinan lain selain dari ‘illat yang 
ditunjukkan oleh dalil itu. Atau qiya >s yang 
ditetapkan oleh nas } bersamaan dengan hukum 
as }l atau nas} tidak menetapkan ‘illat-nya, 
tetapi dipastikan bahwa tidak ada pengaruh 
perbedaan antara as }l dengan furu>’. (b) qiya >s 
khafi, adalah qiya >s yang ‘illat-nya mungkin 
dijadikan ‘illat dan mungkin pula tidak 
dijadikan ‘illat. Atau qiya >s yang ‘illat-nya tidak 
disebutkan dalam nas }.15 Melalui metode qiya>s 
ini hukum tidak saja ditetapkan berdasarkan 
kesamaan ‘illat saja namun keberlawanan ‘illat 
dapat dijadikan alasan untuk menetapkan 
hukum suatu perkara. Qiya >s yang semacam ini 
dinamakan dengan qiya >s al-aksi.16
Di dalam permasalahan fatwa haram 
tidak menggunakan hak pilih dalam pemilu 
adakalanya didapati persamaan dan juga 
pertentangan ‘illat (motif) antara hadis dengan 
persoalan yang dibahas. Setidaknya terdapat 
empat isu yang diangkat oleh MUI yang 
menjadikan Golput itu haram. Yaitu; tentang 
kepemimpinan, pengangkatan pemimpin 
15 Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin, Kamus., hlm 181-
182
16 Abdul Wahhab Khalaf, Ilmu Ushul Fiqh, terj. Noer 
Iskandar, Kaidah-kaidah Hukum Islam (Jakarta: Raja Grafindo 
Persada, 1996), hlm. 76-105
dalam suatu komunitas17 yang merupakan isu 
sentral dalam permasalahan golput, taat pada 
pemimpin18, dan baiat pada pemimpin.19
Penggunaan qiya >s al-khafi dalam fatwa 
haram Golput MUI dapat dilihat dari 
pemahaman MUI terhadap hadis-hadis berikut: 
1) Pemahaman MUI bahwa pemilu sebagai
bentuk kerjasama dalam kebaikan bukan
bentuk kejahatan. Hadis yang digunakan
adalah:
اََنث َّدَح ُّيِدَقَْعلا ٍرِماَع ُوَبأ اََنث َّدَح ُل َّلاَْخلا ٍِّليَع ُْنب ُنَسَْحلا اََنث َّدَح
ِه ِّدَج ْنَع ِهيَِبأ ْنَع ُِّنيَزُْملا ٍفْوَع ِْنب وِرْمَع ِْنب ِهَّللا ِدْبَع ُْنب ُيرِثَك
 ََْينب  ٌِزئاَج  ُْحل ُّصلا  َلَاق  َمَّلَسَو  ِهَْيلَع  ُهَّللا  َّلىَص  ِهَّللا  َلوُسَر  ََّنأ
َلىَع َنوُمِلْسُْملاَو اًماَرَح َّلََحأ َْوأ ًلاَلاَح َم َّرَح اًْحلُص َّلاِإ َينِمِلْسُْملا
اَذَه َسيِع ُوَبأ َلَاق اًماَرَح َّلََحأ َْوأ ًلاَلاَح َم َّرَح ًاط َْش َّلاِإ ْمِهِطو ُُش
20ٌحيِحَص ٌنَسَح ٌثيِدَح
Artinya; ”Telah menceritakan kepada kami Al-
H{asan bin al-Khalla>l, telah menceritakan 
kepada kami Abu> ’Amir al-’Aqadi telah 
menceritakan kepada kami Kas\i <r bin 
Abdillah bin Amr bin Auf al-Muzanni, dari 
ayahnya, dari kakeknya, sesungguhnya 
Rasulullah Saw. bersabda: “perjanjian 
boleh dilakukan di antara kaum muslimin 
kecuali perjanjian yang mengharamkan 
yang halal atau menghalalkan yang 
haram; dan kaum muslimin terikat dengan 
syarat-syarat mereka kecuali syarat-
17 Hadis diriwayatkan oleh abu dawud, lihat Sunan 
Abu> Da>wu>d, Kita >b Jiha >d, ba>b fil Qoumi Yusa>firu >na Yuammiru>na 
Ah}aduhum,  no. Hadis 2241, CD Al-Maus}u>’ah. Bunyi hadis 
selengkapnya dapat dilihat kembali pada pembahasan 
sebelumnya.
18 Ada dua hadis yang digunakan sanad dan matannya 
dari al-Bukhari, lihat pada pembahasan sebelumnya, hadis 
diriwayatkan oleh al-Bukha>ri, S{ah }i<h al-Bukha >ri, kita >b al-jiha >d 
wa al-sair, al-sam’u wa al-t }a>’ah lil ima >m, no. Hadis 6611dan kita >b 
al-adzan, bab ima >matu al-’abdi wa al-maula, no. Hadis 652, CD al- 
Maushu>’ah
19 Bunyi hadis sanad dan matan beserta artinya lihat pada 
pembahasan di halaman atasnya. Hadis diriwayatkan oleh 
Muslim dalam S{ah }i<h Muslim, Kita >b Ima>rah, Wuju>b Mula>zamah 
Jama >’ah Jama >’ah al-Muslimi <n inda Z}uhu>r  Fitan, no. Hadis 3441. 
CD Al-Maus }u>’ah 
20 Sunan al-Tirmi<dzi, kita >b al-ah {ka>m an Rasu >lilla>h, ba>b ma > z\
ukira an Rasu>lilla>h fi< s }ulh{i baina an-nas, no. Hadis 1272. CD Maus}
u>’ah. Lihat pula Abi al-Ula Muhammad Abdurrahman ibn 
Abdir rahim al-Mubarak Furi, Tuhfaz\ al-Ahwaz\i bi Syarh{ Ja>mi’ 
al-Tirmi <z\i, ba>b ma > z\ukira an Rasu>lilla>h fi< s }ulh{i baina an-nas,  no. 
hadis 1357 (Beirut: Dar al-Fikr, 1995 M), hlm. 486
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syarat yang mengharamkan yang halal 
atau menghalalkan yang haram”. (HR. al-
Tirmi<z|i)
Hadis di atas secara spesifik berbicara 
tentang perjanjian yang diperbolehkan dan 
yang dilarang oleh Islam dan tidak terkait 
dengan persoalan Golput dalam Pemilu. 
Di sini Pemilu dipersamakan illat-nya 
yakni dianggap sebagai bentuk perjanjian/
kontrak politik yang tidak dilarang.   
2) Tidak menggunakan hak pilih adalah
bentuk penyimpangan yang dianggap
bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya .
Hadis yang disitir oleh MUI yaitu:
َوُهَو  ًلاُجَر  مِْهَيلَع  َلَمَْعتْسَاف  أيش  ينملسلما  رما  ْنِم  َّليََوت  ْنَمَو
هللا  ِبَاتِكِب  ُهْنِم  َُملَْعاَو  َِكلَذِب  َليَْوا  َوُه  ْنَم  ْمِهْيِف  ََّنا  َُملَْعي
هاور ) َينِنِمْؤُْملا َعْيِمَجَو ُُهلْوُسَر َو هللا َناَخ ْدََقف ِِهلْوُسَر ِةَّنُسَو
(نيابطلا
Artinya; “Barang siapa memilih seorang pemimpin 
padahal ia tahu ada orang lain yang 
lebih pantas untuk dijadikan pemimpin 
dan lebih paham terhadap kitab Allah 
dan sunnah rasulNya, maka ia telah 
mengkhianati Allah, rasulNya, dan semua 
orang beriman”.21
Pengharaman Golput jika dikonfrontasikan 
‘illat-nya dengan kandungan hadis di atas 
sebenarnya tidaklah tepat. Redaksi hadis 
menjelaskan bahwa memilih pemimpin 
yang buruk sedangkan ada yang lebih baik 
hukumnya adalah haram karena telah 
mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Dalam 
kasus Golput persoalannya berbeda, bukan 
salah pilih tetapi tidak memilih. Namun jika 
diterapkan pemahaman terbalik (mafhu>m 
mukha >lafat) nya terhadap hadis adalah: jika 
salah pilih adalah dosa maka tidak memilih 
jauh lebih berdosa. Maka dapat ditarik ‘illat 
yang sama bahwa salah memilih pemimpin 
dan Golput adalah tindak kemungkaran.        
3) MUI memandang bahwa menggunakan hak
pilih dalam Pemilu atau Pilpres merupakan
21 Al-T}abra>ni, Al-Mu’jam al-Kabi <r, al-Maktabah al-Sya >milah, 
Juz. 9, hlm. 323 Al-T}abra>ni, Al-Mu’jam al-Kabi <r, al-Maktabah al-
Sya >milah, Juz. 9, hlm. 323
partisipasi dalam mencegah terjadinya 
kemungkaran. Hadis yang digunakan:   
 اََنث َّدَح و ح َنَايْفُس ْنَع ٌعِيكَو اََنث َّدَح َةَبْيَش َِبأ ُْنب ِرَْكب ُوَبأ اََنث َّدَح
 َمُهَِلاك ُةَبْعُش اََنث َّدَح ٍرَفْعَج ُْنب ُد َّمَحُم اََنث َّدَح ىََّنثُْملا ُْنب ُد َّمَحُم
 ٍرَْكب َِبأ ُثيِدَح اَذَهَو ٍباَهِش ِْنب ِقِرَاط ْنَع ٍمِلْسُم ِْنب ِسَْيق ْنَع
َماََقف ُناَوْرَم ِةَلا َّصلا َلَْبق ِديِْعلا َمَْوي ِةَْبطُْخلاِب  َأََدب ْنَم ُل ََّوأ  َلَاق
َِكلاَنُه  اَم  َكُِرت  َْدق  َلاََقف  ِةَْبطُْخلا  َلَْبق  ُةَلا َّصلا  َلاََقف  ٌلُجَر  ِهَْيِلإ
 ِهَّللا َلوُسَر ُتْعِمَس ِهَْيلَع اَم ََضق ْدََقف اَذَه ا ََّمأ ٍديِعَس ُوَبأ َلاََقف
 ِهِدَيِب ُهْ ِّيرَغُْيَلف اًرَكْنُم ْمُكْنِم َىأَر ْنَم ُلوَُقي َمَّلَسَو ِهَْيلَع ُهَّللا َّلىَص
 ُفَعَْضأ َِكلَذَو ِهِْبلَقَِبف ْعَِطتَْسي َْمل ْنَِإف ِِهناَسِلَِبف ْعَِطتَْسي َْمل ْنَِإف
 ََةيِواَعُم  ُوَبأ  اََنث َّدَح  ِءَلاَْعلا  ُْنب  ُد َّمَحُم  ٍْبيَرُك  ُوَبأ  اََنث َّدَح  ِنَايمِْلا
 ٍديِعَس َِبأ ْنَع ِهيَِبأ ْنَع ٍءاَجَر ِْنب َليِعَمْسِإ ْنَع ُشَمَْعْلا اََنث َّدَح
 َِبأ  ْنَع  ٍباَهِش  ِْنب  ِقِرَاط  ْنَع  ٍمِلْسُم  ِْنب  ِسَْيق  ْنَعَو  ِّيِرْدُْخلا
 ِّيِبَّنلا  ْنَع  ٍديِعَس  َِبأ  ِثيِدَحَو  َناَوْرَم  ِة َّصِق  ِفي  ِّيِرْدُْخلا  ٍديِعَس
22َناَيْفُسَو َةَبْعُش ِثيِدَح ِْلثِِبم َمَّلَسَو ِهَْيلَع ُهَّللا َّلىَص
Artinya; “Telah menceritakan kepada kami Abu> 
Bakr bin Abi< Syaibah telah menceritakan 
kepada kami Waki <’ dari Sufya>n telah 
menceritakan kepada kami Muhammad 
ibn al-Mus\anna > telah menceritakan 
kepada kami Muhammad bin Ja’far telah 
menceritakan kepada kami Syu’bah 
keduanya dari Qais bin Muslim dari T{a>riq 
bin Syiha >b dan ini adalah hadis Abu> Bakr 
berkata: yang pertama kali berkhutbah 
sebelum shalat hari raya ‘id adalah 
Marwa >n, tiba-tiba berdiri seorang laki-
laki dan berkata kepadanya “bukankah 
ada shalat sebelum khutbah? Marwa>n 
menjawab: yang demikian itu telah 
ditinggalkan. Mendengar yang demikian 
Abu Sa’i <d berkata: yang demikian itu telah 
diputuskan bahwa aku telah mendengar 
Rasulullah Saw berkata: “Barang siapa 
di antara kalian yang melihat suatu 
kemungkaran hendaklah ia mengubahnya 
dengan tangannya, apabila tidak sanggup 
dengan lisan/perkataannya, apabila tidak 
sanggup maka cukup dalam hatinya yang 
demikian itu adalah tingkatan iman yang 
terlemah. (HR. Muslim)
22 S{ah }i<h Muslim, Kita >b al-ima >n, bab baya>n kaun al-nahyi an al-
munkar min ima >n..., hadis no. 70, CD Maus}u>’ah. Lihat pula S{ah }i<h 
Muslim (Beirut: Dar al-Ih}yā’ al-Tura>ts al-Araby, tt), juz. I, hlm. 
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Pemilu merupakan salah satu sarana 
untuk berpindah dari pemerintahan yang 
mungkar atau korup menuju kepada 
pemerintahan yang lebih baik. Karenanya 
setiap warga diharuskan berpartisipasi di 
dalamnya sesuai kadar kemampuannya. 
Di sinilah dipersamakan ‘illat hadis 
dengan kasus. Di mana Golput dipandang 
sebagai tindakan yang berlawanan dengan 
instruksi hadis. 
5. Analisis
Kemampuan MUI dalam meramu nas dan
teks klasik untuk bisa berinteraksi dengan 
problematika kontemporer patut diapresiasi. 
Ini merupakan upaya yang luar biasa yang 
menunjukkan bahwa meskipun teks-teks 
tersebut adalah produk lampau namun 
mampu berinteraksi dengan realitas kekinian. 
Memberikan jawaban atas suatu persoalan atau 
fatwa sesungguhnya adalah tugas para ahli 
fiqih (fuqaha > ‘) bukan ahli hadis (muh{addithi >n). 
Antara dua golongan ini terdapat perbedaan 
persepsi dan metode pemahaman terhadap 
hadis. Muh{addis\i<n memerlukan supremasi 
hadis sebagai sumber memperoleh informasi 
hukum syari’ah sedemikian kebal terhadap 
intervensi dalil yang otoritas sumbernya 
bukan nas} syar’i. Fuqaha >’ dan us}u>liyyu>n justru 
mensejajarkannya dengan qiya>s, ‘amal 
keagamaan s}ah{a>bah, perilaku keagamaan 
yang disepakati oleh generasi salaf khususnya 
pribumi Madinah, skala ‘umu>m al-balwa > dan 
ijmak.23 Hal ini terbukti dalam rumusan fatwa 
MUI di mana supremasi hadis seolah tidak ada 
artinya, ia ditempatkan sejajar dengan dalil-
dalil lain yang rutbah-nya di bawah hadis. 
Ibrahim al-Wazi<r (w. 840) menilai bahwa 
perlakuan para fuqaha > terhadap hadis ada 
kecenderungan tasa >hul atau mempermudah 
penilaian dan hasilnya rawan subyektifitas.24  
Untuk dapat memahami hadis dengan valid 
perlu digunakan pendekatan yang tepat. Hadis 
tidak dilihat satu persatu kemudian makna 
23 Hasjim Abbas, Kritik Matan Hadis…, hlm.127-130
24 Sebagaimana dikutip oleh M. Abdurrahman, dalam M. 
Abdurrahman, Pergeseran Penilaian Hadis (Jakarta: Paramadina, 
2000), hlm. 100
disimpulkan dari masing-masing hadis secara 
terpisah namun dilihat secara keseluruhan 
dalam sebuah pola hubungan yang dari situlah 
makna disimpulkan. Dalam rumusan fatwa 
haram Golput, ’illat pengharamannya tidak 
berkokrelasi secara tepat dengan hadis-hadis 
yang disebutkan. Meskipun upaya untuk 
merangkaikan hadis dalam sebuah integralitas 
tampak dilakukan namun penyimpulan 
maknanya menunjukkan adanya keterpisahan 
antara hadis satu dengan yang lainnya. 
Pengabaian konsep integralitas dalam 
memahami hadis akan mengahasilkan 
keputusan hukum/fatwa yang ’sewenang-
wenang’ dan cenderung dipaksakan. Selain itu 
penggunaan metode qiyas dalam memahami 
hadis juga tidak sepenuhnya tepat. Hadis-hadis 
yang digunakan dalam fatwa haram Golput 
dalam Pemilu masing-masing membicarakan 
kasus yang khusus dan berbeda kemudian 
ditariklah suatu kesimpulan umum atau 
induksi. Dalam persepsi ahli logika klasik 
dan juga modern, induksi tidak pernah 
menghasilkan kesimpulan pasti, melainkan 
hanya memberikan tingkat probabilitas. 
Semakin banyak koroborasi kasus yang diteliti 
semakin probabilitas meningkat, namun tidak 
pernah menghasilkan kepastian. Induksi 
memberikan probabilitas yang semakin 
meningkat dengan semakin banyaknya contoh 
yang diteliti.25 Dengan metode induksi ini bisa 
jadi kasus berbeda namun hadis-hadis yang 
digunakan untuk dijadikan landasan hukum 
sama. Misalnya hadis-hadis yang digunakan 
25 Syamsul Anwar, Beberapa Kajian Hadis, hlm. 29. 
Sementara itu Helmhotz membedakan induksi untuk ilmu 
pengetahuan alam dan ilmu humaniora. Yaitu induksi 
instingtif logis dan artistic. Perbedaan antara keduanya pada 
dasarnya tidak bersifat logis tetapi psikologis. Keduanya 
membuat kesimpulan induktif, tetapi berbagai kesimpulan 
ilmu-ilmu humaniora diperoleh secara tidak sadar. Praktik 
induksi di dalam ilmu-ilmu humaniora terikat dengan kondisi-
kondisi psikologis khusus. Praktik ini membutuhkan sejenis 
kebijaksanaan dan kualitas-kualitas intelektual yang lain juga, 
misalnya memori yang baik dan penerimaan terhadap otoritas-
otoritas, sementara kesimpulan sadar-diri dari ilmuwan alam 
sepenuhnya tergantung pada penggunaan akal budinya. Hans-
George Gadamer, Truth and Method, diterjemahkan oleh Ahmad 
Sahidah, Kebenaran Dan Metode, Pengantar Filsafat Hermeneutika 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 5
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landasan hukum haram Golput bisa jadi 
menjadi landasan juga untuk memfatwakan 
haram protes/demo kepada Pemerintah dan 
sebagainya. 
Selanjutnya, terkait dengan wajibnya 
imarah  yang menjadi isu sentral pengharaman 
Golput, Ibnu Taimiyah26 mengatakan: “Penting 
untuk diketahui bahwa adanya kekuasaan untuk 
mengatur urusan manusia adalah termasuk 
kewajiban besar dalam agama, bahkan tidak 
akan tegak agama ataupun dunia tanpa adanya 
kekuadaan. Maka sesungguhnya anak Adam tidak 
akan sempurna kemaslahatannya tanpa berkumpul 
karena di antara mereka saling membutuhkan 
dan tidak bisa dihindari ketika mereka berkumpul 
adanya seorang pemimpin”.27  
Mayoritas ulama sepakat bahwa men-
dirikan pemerintahan dengan tujuan sebagai-
mana tersebut di atas adalah wajib. Mereka 
berbeda pendapat mengenai sifat dari 
kewajiban itu, apakah wajib menurut syar’i 
atau menurut akal. Athrah dan mayoritas 
Mu’tazilah berpendapat wajib menurut syara’. 
Sedangkan Imamiyah berpendapat bahwa 
kewajiban tersebut menurut akal saja. Al-Jahid, 
Al-Balkhi, dan Hasan Al-Bashari menyebutnya 
wajib menurut akal dan syara’. Adapun 
Dhirar, Ashim, Hisyam Al-Quthi dan Al-Najdat 
mengatakan tidak wajib.28
Fenomena Golput bukanlah hal baru dalam 
perwajahan sejarah politik umat Islam. Sejak 
zaman sahabat pun Golput ini telah ada yang 
muncul dalam bentuk kaum Khawarij (orang-
orang yang keluar). Bermula dari perselisihan 
paham antara khalifah Ali bin abi Thalib 
dengan  gubernur Damaskus, Muawiyah bin 
abi Sofyan. Yang sedang mempertemukan dua 
delegasi, kubu imam Ali diwakili oleh politisi 
senior Abu Musa al-As’ary. Sementara kubu 
Muawiyah diwakili oleh Amr bin al-Ash.pada 
peristiwa arbitrase ini, lahir ketidakpuasan 
dan kelompok yang tidak puas tersebut di 
dalam sejarah Islam dikenal dengan sebagai 
kaum Khawarij. Begitu pula ketika Muawiyah 
26 Ibnu Taimiyyah, Siyasah Syar’iyah, Maktabah Syamilah, 
juz. I hlm. 166
27 MUI, Ijma Ulama, hlm. 33
28 As-syaukani, hlm. 256 
tampil sebagai penguasa, tidak sedikit di 
antara para sahabat yang memutuskan untuk 
tidak berbaiat dan menyingkir dari gelanggang 
politik. Seperti dilakukan oleh Abu Dzar al-
Ghifari dan juga oleh Ibn Umar yang kemudian 
memfokuskan diri ke dalam kegiatan 
pengajaran dan dakwah.29 
Dari pelajaran ini dapat disimpulkan 
bahwa politik itu sebuah pilihan (hak). Karena 
merupakan hak karenanya boleh ditinggalkan 
atau ditunaikan terserah kepada pemilik hak 
yang bersangkutan. Terkait fatwa haram 
Golput, dalam hal ini MUI bukan termasuk pihak 
yang berhak untuk disudutkan. Fatwa tersebut 
sah dan legal bila ditinjau dari sudut pandang 
ketaatan rakyat kepada pemerintah dan dalam 
rangka mewujudkan imarah/kepemimpinan 
dengan memilih seorang pemimpin yang 
memperhatikan urusan kaum muslimin dan 
sesuai dengan persaratan yang diajukan. Hal 
tersebut dengan suatu pertimbangan bahwa 
PEMILU bukanlah sarana atau perintah untuk 
berbuat maksiat akan tetapi menjadi salah satu 
sarana untuk menciptakan suatu kehidupan 
bernegara yang kondusif dan stabil. Karenanya 
dalam konteks ini orang-orang yang memilih 
Golput dianggap sebagai warga yang tidak 
taat dan patuh pada pemerintah berdasarkan 
ayat dan hadis yang telah dibahas di atas. 
Jadi sebenarnya esensi keharaman tersebut 
bukan terletak pada Golput-nya, tetapi lebih 
dipandang kepada ketidaktaatan rakyat 
kepada pemerintah yang ‘sah’ dan keengganan 
untuk mendukung terciptanya imarah/
pemerintahan.
Lantas apakah sikap Golput dapat disa-
lahkan? Agaknya pertanyaan ini lebih pantas 
diajukan kepada para kontestan Pemilu yang 
bersaing memperebutkan kekuasaan dengan 
menarik simpati masyarakat. Karena pada 
dasarnya kegiatan yang mereka lakukan –
kampanye dll- adalah dalam rangka untuk 
meminta jabatan dari rakyat dengan cara 
‘memaksa’. Dan hal ini tentunya bertentangan 
dengan sabda Nabi Saw, sebagaimana yang 
29 Hamka, Sejarah Umat Islam, j. III, (Jakarta: Bulan Bintang, 
1975), hlm.56-7
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diriwayatkan oleh Bukhari30 dan Muslim31 dari 
Abdurrahman bin Samurah dengan redaksi 
sebagai berikut:
 0م0ص هللا لوسر لي لاق لاق ةرمس نب نمحرلا دبع انثدح
 ةلأسم نع اهتيطعأ نا كناف ةراملاا لأست لا نمحرلا دبع اي
اهيلع تنعأ ةلأسم يرغ نع اهتيطعأ نا و اهيلا تلكو
Artinya; “Telah menceritakan kepada kami 
Abdurrahman bin Samurah, dia berkata: 
telah bersabda kepadaku rasulullah 
Saw. “wahai Abdurrahman janganlah 
engkau meminta-minta jabatan karena 
jika engakau diberi jabatan itu dengan 
memintanya engkau akan dibiarkan 
tanpa mendapat pertolongan (dukungan), 
tetapi jika engakau menerimanya tanpa 
meminta-minta maka engakau akan 
mendapatkan pertolongan (dukungan 
rakyat)”.
Berdasarkan hadis di atas Golput dengan 
tujuan untuk menghindari orang atau kelompok 
yang berniat mencari-cari dan memaksa untuk 
diberi jabatan adalah boleh dan sah dan tentu 
saja tidak “haram”. Dan bagi pemerintah 
sendiri mereka tetap mendapatkan haknya 
untuk dipatuhi selama perintah tersebut 
tidak bertentangan dengan syariat, hukum 
Allah dan Rasul-nya. Lantas seberapa jauhkah 
keabsahan hukum MUI tersebut mengikat 
umat ? bagi umat Islam hukum berpartisipasi 
dalam pemerintahan atau politik yang benar-
benar wajib ditaati adalah pemerintah yang 
secara kafah melaksanakan ketetapan-kete-
tapan Allah. Jika pemerintahan tersebut tidak 
kosisten terhadap penerapan syariat dan 
hukum Islam dalam segala sendi kehidupan 
dan menjadikan sumber-sumber selain Islam 
sebagai rujukan, atau sebagian sumbernya 
dari Islam dan digabungkan dengan sumber-
sumber lain yang terkadang lebih didahulukan, 
maka ini tidak diterima dalam Islam.32
30 Lihat, Al-Qusthalini, Irsyad Asy-Syari’, Vol. 6 (Beirut: Dar 
Al-Fikr, tt), hlm.221 
31 An-nawawi, Shahih Muslim, Vol. II, hlm.207
32 Yusuf al-Qaradawi, Fatwa Mu’ashirah, penj. Abdul Hayyie 
al-Kattani,dkk, Fatwa-Fatwa Kontemporer, (Jakarta: Gema Insani 
Press, 2001), hlm.546
Bagi umat Islam pengambilan prinsip-
prinsip regulasi Syar’i yang wajib diikuti 
adalah al-Qur’an, hadis dan ijma’ mujtahidin 
(yang tidak terdapat khilaf di dalamnya). 
Fatwa haram Golput MUI dalam hal ini adalah 
sebagaimana kaidah fikih yang menyatakan:
 دقعني لم و ةينظ لا و ةيعطق لا و صوصن اهيلع لدت لم ماكحا
روصعلا نم صرع في نيدهتجلما نم اهيلع عمجا
Artinya; “Hukum yang tidak terdapat nash yang 
menunjukkan baik qath’i maupun zhanni 
dan tidak ada ijma’ para mujtahida 
atasnya pada suatu waktu”.
Dapat saja pendapat ijma’ tersebut 
dikoreksi berdasarkan tinjauan masing-
masing. Para mujtahid yang memiliki kapasitas 
keilmuan untuk berijtihad di masa itu 
(zaman/ waktu ketika fatwa itu dikeluarkan) 
atau sesudahnya, berhak membantah dan 
mengeluarkan pendapat lain. Juga dengan 
melakukan pertimbangan dan penelitian 
terhadap pokok-pokok pertimbangan yang ada 
secara komprehensif. Para ulama kemudian 
berpendapat bahwa fatwa seperti ini (yang 
masih menimbulkan khilafiah di antara 
para ulama sendiri) tidak wajib dijalankan 
oleh seluruh umat dan hanya mengikat bagi 
mujtahid tersebut dan orang-orang yang 
meyakini kebenaran fatwa tersebut. 
C. Penutup
Memposisikan hadis dalam problematika 
kontemporer tidaklah mudah. Hambatannya, 
pertama, hadis itu adalah produk masa lalu 
yang tumbuh dalam dinamika social yang 
jauh berbeda dengan masa kini. Kedua, tidak 
semua persoalan tercover dalam hadis-hadis 
Rasulullah. Fatwa adalah upaya kreatif para 
Ulama’ untuk menyambungkan masa lalu 
dengan masa sekarang dan masa depan. 
Yakni memberikan jawaban hukum persoalan 
kontemporer dengan menggunakan dalil-dalil 
hadis sebagaimana yang kita lihat dalam fatwa 
MUI. Untuk dapat menyuarakan hadis dalam 
persoalan kekinian MUI menempuh langkah-
langakah pemahaman sebagai berikut: 
Pertama, menempatkan hadis sebagai dalil 
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penguat bagi ayat-ayat al-Qur’an dan 
menyejajarkannya dengan dalil-dalil 
syar’iyah lainnya seperti kaidah fiqih 
dan ushul fiqih.
Kedua,  menjadikan qiyas sebagai metode 
untuk meng-istinbath-kan hukum. 
Yakni dengan menggali kesamaan 
‘illat antara kasus yang baru dengan 
kasus yang lama. Sebab semua problem 
kontemporer nyaris tidak ditemui 
dasar hukumnya secara jelas dalam 
hadis. 
Langkah-langkah yang ditempuh oleh MUI 
sebagaimana tersebut di atas, meskipun tidak 
lepas dari kritik, mengajarkan kepada kita 
bagaimana cara memfungsikan hadis sebagai 
pedoman dalam kehidupan. 
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